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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Penegakan Hukum 

1. Pengertian Hukum 

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman 

Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto 

diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan 

merupakan tatanan pemaksa.20 Ini berarti bahwa semua 

tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, 

yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki 

karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama 

ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, 

dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini 

dikemukakan oleh Hans Kelsen.21 Van Doorn, sosiolog 

hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.22 

mengutarakan bahwa: 

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata 

(perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri 

cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan 

baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, 

pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang 

mempengaruhi dan membentuk perilakunya. 

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang 

dikutip Soerjono Soekanto.23 mengemukakan bahwa hukum 

                                                           
20Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, Dinamika Hukum Administrasi 

Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi  Pasca Terbitnya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Bengkulu: 
Vanda, 2017)  

21 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, 
Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: 
University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit 
Nuansa2007), h. 34-37 

22 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), 
h. 4 

23 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2006), h. 34 
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merupakan perintah dari mereka yang memegang 

kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. 

Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk 

mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh 

makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai 

kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari 

penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang 

sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi 

pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu 

perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. 

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang 

pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan 

bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran 

hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum 

berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari 

pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh 

Soerjono Soekanto.24 

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum 

merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai 

tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana 

untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya 

sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi 

warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat 

yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-

perubahan sosial.25 

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa 

“hukum” bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah 

mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu 

tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan 

antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan 

                                                           
24 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok,… h. 38-39 
25 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok,… h. 42 
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menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban 

dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan 

hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan 

kedamaian.26 

2. Pengertian Penegakan Hukum 

Hukum sebagai social engineering atau social 

planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan 

oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi 

kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk 

mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau 

direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang 

mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka 

agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan 

memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada 

dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus 

disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam 

masyarakat. 

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, 

perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai 

bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi 

pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta 

administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan 

pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) 

adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan 

masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka 

harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan 

hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan 

hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut 

                                                           
26 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: 

Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8 
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rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law 

enforcement dan application (Amerika).27 

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam 

struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan 

oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut 

birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya 

merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan 

rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai 

dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state).28 

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono 

Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-

pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam 

sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.29 

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya 

dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo 

berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku 

cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. 

Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki 

kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil 

orang (privileged few) di atas “penderitaan” banyak orang.30 

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, 

kita bisa melakukan langkah tegas (affirmative action). 

Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur 

penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. 

                                                           
27 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,… h. 275-183 
28 John Kenedi, Prefesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, 

Vol. 5, No.1 Tahun 2016 
29 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,… h. 3 
30 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,… h. 241-143 
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Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam 

penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.31 

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, 

tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga 

hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.32 

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama 

kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana 

hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh 

menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini 

runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et pereat 

mundus).33 Hukum harus dapat menciptakan kepastian 

hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban 

masyarakat. Kedua kemanfaatan (zweekmassigkeit), karena 

hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan 

bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya 

diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga 

keadilan (gerechtigheit), bahwa dalam pelaksanaan hukum 

atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat 

umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat 

menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan 

keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic 

dan tidak menyamaratakan.34 

                                                           
31 John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam 

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan 
Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019 

32 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), 
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161 

33 John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa 
Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016 

34 John Kenedi, Prefesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, 
Vol. 5, No.1 Tahun 2016 
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Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi 

seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya 

adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang 

berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain 

seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), 

membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi 

(derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno 

mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas 

hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan 

tidak dapat dicegah.35 

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum 

disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa 

Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving 

Milieurecht, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan 

(atau dengan ancaman) penggunaan instrumen 

administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah 

penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku 

umum dan individual. Handhaving meliputi fase law 

enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif 

dan fase compliance yang berarti preventif.36 

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu 

diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan 

melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti 

sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.37 

                                                           
35 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: 

PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42 
36 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), h. 48-49 
37 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2000), h. 375 



43 
 

 
 

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan 

bahwa:38 

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh 

masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan 

kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan 

penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi 

masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. 

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip 

Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat 

dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance 

dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan 

sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya.39 

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi 

Hardjasoemantri mengatakan bahwa: 

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi 

atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit 

stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih 

dahulu adalah penegakan preventif, yaitu 

pengawasan atas pelaksanaan peraturan. 

Pengawasan preventif ini ditujukan kepada 

pemberian penerangan dan saran serta upaya 

meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih 

dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan 

ketentuan peraturan.40 

B. Teori Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak  asasi  manusia  dapat  dilihat  sebagai  sebuah  

identitas  yang membedakan manusia dengan makhluk 

yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia 

                                                           
38 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,… h. 375-376 
39 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,… h. 376 
40 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,… h.376 
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diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, 

jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. 

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara 

universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia 

karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai 

manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari 

segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, 

penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang 

menebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai 

manusia.41 

Gagasan mengenai hak asasi manusa ini muncul 

bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights 

theory) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas 

Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa 

Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum 

kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika 

Serikatm dan Perancis pada abad 17 dan 18.42 

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari 

kekuatan konsevatif yang ingin melindungi property 

property yang merupakan simbol dari adanya tata 

kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan 

teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada 

adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan 

hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. 

Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari 

setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat 

konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif 

yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum 

                                                           
41 Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h 243 
42 Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusham 

UII, 2008), h 12 
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kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam 

dokumen hukum yang terhimpun di Amerika dan Perancis 

yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.43 

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak 

asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat 

stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati 

(natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang 

romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi 

manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi 

inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke-17 dan ke-

18.44 

Rangkaian historical konsepsi hak asasi manusia ini 

dapat ditinjau dari beberapa perspektif pengalaman, seperti 

pengalaman Inggris pada tahun 1215 sering keliru dianggap 

dianggap cikal bakal kebebasan warga negara Inggris, 

piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk 

pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para 

bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam 

PBB memperoleh makna yang lebih luas. seperti sekarang 

ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights tahun 1689 muncul 

ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau 

kebebasan individu. 

Adapun pengalaman Amerika Serikat yang dimana 

Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang 

memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan 

pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis 

dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya 

melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul 

ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil 

parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari 

                                                           
43 Antonius Cahyadi, E. Fernand M Manulang, Pengantar Filsafat Hukum, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h 42 
44 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Graffiti, 1994), h 2 
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pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati 

dari Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi 

Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum 

Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-

kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur 

tangan Negara.45 

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi 

manusia ini telah berlangsung dengan berbagai generasi dan 

mengalami evolusi dari yang sangat sederhanya yang 

mewakili zaman awal dan yang sangat kompleks yang 

mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana 

berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model 

perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly 

Asshidiqie yaitu:46 

Generasi pertama mewakili kelompok hak sipil 

politik, kelompok hak ini dapat disebut sebagai kelompok 

hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari 

tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan 

kekuasaan absolutism negara dan kekuatan sosial lainnya. 

Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak 

lama berkembang dalam wacara para ilmuan sejak era 

enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-

dokumen hukum internasional yang resmi.47 

Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi 

manusia ini adalah ditandakan dengan adanya 

penandatangan naskah Universal Declaration Of Human 

Rights atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi 

Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Sebelumnya ide-ide 

perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam 

naskah-naskah seperti Magna Charta di Inggris, Bill of Rights 

                                                           
45 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia,… h 1 
46 Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara,… h 122 
47 Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara,… h 122 
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dan Declaration of Independence di Amerika Serikat, dan 

Declaration of Rights of Man and of the Citizens di Perancis. 

Dalam generasi pertama ini elemen dasar dari konsepsi hak 

asasi manusia mencakup prinsip integritas manusia, 

kebutuhan dasar mansuia dan prinsip kebebasan sipil dan 

politik. 

2. Macam-Macam HAM 

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi 

Manusia (HAM) Dunia:48 

1) Hak asasi pribadi / Personal Right 

a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian. dan 

berpindah-pindah tempat. 

b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan 

pendapat. 

c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau  

perkumpulan. 

d. Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan 

agama dan kepercayaan yang diyakini masing-

masing. 

2) Hak asasi politik / Political Right 

a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu 

pemililihan. 

b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 

c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik 

dan organisasi politik lainnya. 

d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan 

petisi. 

3) Hak asasi hukum / Legal Equality Right 

a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam 

hukum dan pemerintahan. 

b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS. 

                                                           
48 https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf, diakses pada 11 

Juni 2024 

https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf
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c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. 

4) Hak asasi Ekonomi / Property Rigths 

a. Hak kebebasan melalakukan kegiatan jual beli. 

b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 

c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, 

hutang-piutang, dll. 

d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 

e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang 

layak. 

5) Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights 

a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 

b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, 

penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata 

hukum. 

6) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right 

a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan 

pendidikan. 

b. Hak mendapatkan pengajaran. 

c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai 

dengan bakat dan minat. 

Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia 

mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam 

peraturan perundang-undangan RI terdapat empat bentuk 

hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:49 

1) Undang-undang Dasar Negara (Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945). 

2) Ketetapan MPR (TAP MPR). 

3) Undang-undang. 

4) Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti 

peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan 

peraturan pelaksana lainnya. 

                                                           
49 https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf, diakses pada 11 

Juni 2024 

https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf
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Peraturan HAM dalam Ketetapan MPR dapat dilihat 

dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang 

Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan 

Piagam HAM Nasional serta TAP MPR Nomor 

VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-

Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000. 

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus 

yang berada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan 

HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang 

daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan 

Negeri yang bersangkutan. Pada Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM 

bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan 

perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM juga 

berwenang memeriksa dan memutuskan perkara 

pelanggaran HAM oleh warga negara Indonesia dan 

dilakukan diluar batas territorial wilayah negara Republik 

Indonesia. Akan tetapi, pengadilan HAM tidak berwenang 

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat 

yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 

tahun pada saat pelanggaran tersebut dilakukan. Pengadilan 

HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara 

pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-

undang Pengadilan HAM. 

Berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-

undangan, dapat dikemukakan beberapa langkah-langkah 

yang dapat dipilih baik oleh negara maupun masyarakat 

Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah 
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terkait dengan pelanggaran HAM. Langkah-langkah 

tersebut antara lain.50 

1) Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan 

perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. 

Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai 

peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan 

yang materi muatannya berkaitan dengan perlindungan 

dan penegakkan HAM. 

2) Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk 

mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 

Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran HAM 

yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 telah mencanangkan pembentukan 

Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi. 

3) Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Pembentukan komisi ini merupakan salah satu alternatif 

penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dengan 

pembentukan komisi ini, proses penyelesaian kasus-

kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan 

meniru model dari negara-negara yang pernah 

menerapkan pembentukan komisi semacam ini. 

4) Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah 

ini dilak-sanakan antara lain dengan mengembangkan 

dan menyebarluaskan bahan-bahan pengajaran HAM. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan 

HAM tersirat dalam visi Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM). Visi dan misi Komnas HAM 

menyatakan bahwa pemajuan HAM di Indonesia tidak akan 

terwujud tanpa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan 

norma-norma HAM kepada warga masyarakat. 

                                                           
50 https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf, diakses pada 11 

Juni 2024 

https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf
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Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang 

HAM. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat 

yang professional, berdedikasi, dan berintegrasi tinggi. 

Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara dan 

perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.51 

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang. Anggota 

Komnas HAM dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh 

presiden sebagai kepala negara. Setiap anggota Komnas 

HAM wajib menaati keputusan Komnas HAM dan 

peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus 

berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk 

mencapai tujuan Komnas HAM. Anggota Komnas HAM 

harus dapat menjaga kerahasiaan keterangan yang karena 

sifatnya rahasia Komnas HAM. Komnas HAM dipimpin 

oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemantau 

masalah HAM, Komnas HAM juga bertugas dan berwenang 

untuk memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua 

pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam 

proses peradilan. Pendapat Komnas HAM diperlukan 

apabila dalam perkara yang diperiksa tersebut terdapat 

indikasi terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian pendapat 

Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim 

kepada pihak yang berwajib. 

Penegakan HAM mempunyai relevansi dengan 

masyarakat madani karena nilai-nilai persamaan, 

kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM 

dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter. 

Masyarakat egaliter merupakan cirri masyarakat madani. 

Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat 

                                                           
51 https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf, diakses pada 11 

Juni 2024 

https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf
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untuk menciptakan sebuah masyarakat madani. Dalam 

upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting 

adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di 

hadapan kekuasaan negara. Di tengah masyarakat tersebut 

harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum 

sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran. 

Pengakuan adanya hak asasi pada seseorang berarti 

mengakui pula adanya kewajiban asasi semua orang untuk 

menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas 

HAM yang satu adalah hak asasi orang lain. Dengan 

demikian, hubungan antara hak dan kewajibanadalah 

resiprokal yang harmonis karena pengakuan hak pada pihak 

tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.52 

3. Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB 

Setiap 10 November diperingati sebagai Hari Hak 

Asasi Manusia Sedunia. Inisiatif ini berasal dari rasa tak 

puas sejumlah pihak akibat perampasan hak dan kebebasan 

manusia karena kepentingan tertentu, terutama yang 

dilakukan negara besar. Pada 10 November 1948, Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 

menyepakati kesepakatan baru. Bertempat di Paris, Perancis, 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dicetuskan. Berasal 

dari gebrakan pertama itu, akhirnya pada 1950 mulailah 

diperingati secara rutin tiap tahunnya sebagai Hari Hak 

Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak yang melekat 

pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, 

kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak 

asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, 

kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan 

berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan 

                                                           
52 https://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf, diakses pada 11 
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pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-

hak ini, tanpa diskriminasi dari siapa pun.53 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasca-

dicetuskannya deklarasi bersejarah itu, tiap negara berusaha 

mencanangkan HAM masing-masing. Mereka dilindungi 

secara hukum akan kebebasannya pada sebuah negara. 

Dalam deklarasi tersebut, setidaknya terdapat 30 Hak Asasi 

Manusia yang tertulis dan disepakati. Berikut ulasannya: 

1) Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama. Kita 

semua dilahirkan bebas. Kita semua memiliki pemikiran 

dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan 

dengan cara yang sama. 

2) Hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas 

semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun, 

seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, 

properti, kelahiran, atau status lainnya. 

3) Hak untuk Hidup. Kita semua memiliki hak untuk 

hidup, dan hidup dalam kebebasan dan keamanan. 

4) Hak tanpa perbudakan. Tidak ada yang akan ditahan 

dalam perbudakan atau praktik perbudakan; 

perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam 

segala bentuk. 

5) Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang 

merendahkan. Tidak seorang pun akan mengalami 

penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, 

tidak manusiawi atau merendahkan martabat. 

6) Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. 

Setiap orang berhak untuk diakui di mana pun sebagai 

orang di hadapan hukum. 

                                                           
53 https://mojokertokab.go.id/detail-artikel?slug=ini-30-macam-hak-

asasi-manusia-menurut-pbb-1680060108, diakses pada 11 Mei 2024 
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7) Hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Semua sama di 

hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap 

perlindungan hukum yang setara. Semua berhak atas 

perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apa pun 

yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala 

hasutan untuk melakukan diskriminasi semacam itu. 

8) Kebeasan dilindungi hukum. Setiap orang berhak atas 

pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang 

kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak 

dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau 

oleh hukum. 

9) Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan 

pengasingan. Tidak ada yang berhak untuk memasukkan 

seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat atau 

mengirim seseorang pergi dari dari suatu negara tanpa 

alasan. 

10) Hak untuk audiensi publik. Setiap orang berhak 

mendapatkan kesetaraan yang penuh ketika berada di 

depan publik. Ketika seseorang tersandung masalah 

hukum, dirinya berhak mendapatkan perlindungan dari 

public. 

11) Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti 

bersalah. Tidak ada yang harus disalahkan karena 

melakukan sesuatu sampai terbukti bersalah. Ketika 

orang mengatakan seseorang melakukan hal buruk, 

dirinya memiliki hak untuk menunjukkan bahwa itu 

tidak benar (pembelaan). 

12) Hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan 

hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap 

dirinya. Mereka akan mendapatkan perlindungan 

privasinya. 



55 
 

 
 

13) Hak untuk kebebasan bergerak. Setiap orang memiliki 

kebebasan untuk pergi ke wilayah lain, menetap maupun 

melakukan perjalanan ke mana pun. 

14) Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup. 

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati 

kebebasan di negara lain agar terbebas dari 

penganiayaan. 

15) Hak berkebangsaan. Setiap orang berhak atas suatu 

kewarganegaraan dan tak seorang pun dapat kehilangan 

kewarganegaraannya tanpa ada sebabnya. 

16) Hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa 

memiliki hak untuk menikah dan memiliki keluarga jika 

mereka mau. Pria dan wanita memiliki hak yang sama 

ketika mereka menikah, dan ketika mereka dipisahkan. 

17) Hak memiliki properti. Setiap orang berhak memiliki 

sesuatu atau membaginya. Tidak ada yang harus 

mengambil barang seseorang tanpa alasan yang kuat. 

18) Kebebasan beragama dan berpikir. Setiap orang berhak 

atas kebebasan berpikir, hati nurani dan memilih agama. 

Hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama 

atau keyakinannya, dan kebebasan, baik sendiri atau 

dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum 

atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau 

keyakinannya dalam mengajar, berlatih, beribadah dan 

bertakwa. 

19) Kebebasan berekspresi. Setiap orang berhak atas 

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini 

termasuk kebebasan untuk menahan pendapat tanpa 

gangguan dan untuk mencari, menerima, dan 

menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja 

dan tanpa batasan apa pun. 

20) Hak untuk majelis umum. Kita semua berhak untuk 

bertemu teman-teman kita dan bekerja bersama dengan 
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damai untuk membela hak-hak kita. Tak ada kebebasan 

seseorang untuk memaksa hak orang lain untuk 

mengikutinya dalam pertemuan tertentu. 

21) Hak untuk berdemokrasi. Kita semua berhak untuk 

mengambil bagian dalam pemerintahan negara kita. 

Setiap orang dewasa diizinkan untuk memilih pemimpin 

mereka sendiri. 

22) Hak jaminan sosial. Setiap orang sebagai anggota 

masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial dan berhak 

atas realisasi, melalui upaya nasional dan kerjasama 

internasional dan sesuai dengan organisasi dan sumber 

daya masing-masing. 

23) Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja. Setiap orang 

dewasa memiliki hak untuk melakukan pekerjaan, 

dengan upah yang adil untuk pekerjaan mereka, dan 

untuk bergabung dengan serikat pekerja. 

24) Hak untuk istirahat dan bersantai. Setiap orang berhak 

untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan 

jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan 

bayaran. 

25) Makanan dan tempat tinggal. Setiap orang memiliki hak 

untuk hidup yang baik. Ibu dan anak-anak, orang tua, 

pengangguran atau sakit, dan semua orang berhak untuk 

dirawat ketika sakit. Seseorang juga memiliki kebebasan 

untuk memilih makanan. 

26) Hak atas pendidikan. Seseorang memiliki kebebasan atas 

pendidikan yang ditempuh. 

27) Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya 

masyarakat. Setiap orang berhak bebas untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, 

untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Setiap 
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orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan 

moral.54 

C. Teori Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam 

bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut.55 Tujuan dibuatnya 

peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di 

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah 

dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan 

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.56 

Abul A‟la al-Maududi mendefenisikan dustur 

dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip 

pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.57 

                                                           
54 https://mojokertokab.go.id/detail-artikel?slug=ini-30-macam-hak-

asasi-manusia-menurut-pbb-1680060108, diakses pada 11 Mei 2024 
55 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: 

Kencana, 2014, h 47 
56 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

Rambu Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2003, h 51 
57 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat …, h 51 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa 

Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia 

tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut 

di atas. 

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk 

nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah 

tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan 

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai 

dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan 

dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan dustur tersebut.58 

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan 

“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya 

adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam 

bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan 

selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). 

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata 

dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau 

pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama 

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, 

baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-

undang dasar suatu negara.59 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip 

yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang 
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dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap 

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 

orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.60 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan 

dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di 

suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber 

perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber 

material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi 

pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber 

konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara 

pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan 

konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar 

belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik 

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan 

demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan 

aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. 

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan 

yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara 

umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:61 

(1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

(2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

(3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

(4) Persoalan bai’at 

(5) Persoalan waliyul ahdi 

(6) Persoalan perwakilan 

(7) Persoalan ahlul halli wal aqdi 

(8) Persoalan wizarah dan perbandingannya 

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak 

dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil 
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kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, maqosidu 

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut 

menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. 

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 

ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.62 

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah 

dapat dibagi kepada:63 

(1) Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk di dalamnya 

persoalan ahl al-hall wa al ‘aqd, perwakilan persoalan 

rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam 

suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan 

sebagainya. 

(2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai’ah, wuzarah, waliy al-ahdi, 

dan lain-lain. 

(3) Bidang siyasah qadha’iyah, termasuk di dalamnya 

masalah-masalah peradilan. 

(4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-

masalah administratif dan kepegawaian. 

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan 

kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara 

mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan 

tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh 

negara dalam hal ini. 

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas 

ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-
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63 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi …, h 48 
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tasyri’iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan 

untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas 

nash-nash Al-Qur‟an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha 

negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya 

tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi 

adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada 

nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan 

persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah 

metode membuat perundang-undangan dengan memahami 

prinsip-prinsip syari’ah dan kehendak syar’i (Allah). Bila 

tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan 

legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari 

prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. 

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah 

dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al ‘aqd. Kemudian 

dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya 

mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, 

tugas melaksanakan undang-undang. Untuk 

melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-

sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan 

untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, 

negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). 

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala 

negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau 

dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan 

tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan 

negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan 

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-

nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif 

juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. 
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Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan 

perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga 

legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-

sulthah al-qadha’iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan 

lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga 

peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam 

bisnis, wilayah al-qadha’ (lembaga peradilan yang 

memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik 

perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga 

peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan 

pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti 

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan 

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan 

pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).64 

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis 

ingin menilai Tinjauan Siyasah Dusturiysah Terhadap Peran 

Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi 

Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur 

II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Bengkulu Selatan), tentang sejauh mana kinerja dari dinas 

Badan Pertanahan Nasional mengenai tentang konflik lahan 

perkebunan sawit, serta dapat diajuhkan sebagai solusi yang 

baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam 

menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan. 

                                                           
64 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin …, h 257-158 


